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sumbcr hutan tropis. ITTO
didirikan dibawah sponsor
Pcrscrikatan Bangsa Bangsa
(PBB) pada 1986 dcngan 59
negara anggota yang me\vakili
80 % hutan tropis di dunia dan
90% perdagangan global kayu
tropis. ITTO didirikan
ditengah-tcngah keprihatinan
dunia mengenai hutan tropis.
Pada saat semua orang
mcnyadari mengenai
peningkatan pcnebangan hutan
di negara-ncgara tropis. t imbul
kcsopakatan bersama bahua
pcrdagangan kayu tropis
menipakan salah satu kunci
pcnting dalam pembangunan
ekonomi di beberapa negara.








Conference on Trade and
Development selanjutnya
disebut UNCTAD). Hasii akhir
dari negosiasi pada saat itu
adalah ITTA 1983 yang
bertugas sarnpai 3! Dcscmbcr
1 996. akan digantikan oleh





2006 dan diharapkan dapat






bah\\ perdagangan kayu dapat
berjalan dengan bnik apabila
tcrdapat pengelolaan hasil
h utan yang baik. sehi ngga
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penumnan fungsi hutan, dan








Hal ini tertuang dalam
BruUand Report pada 1987 dan




hutan tropis. ITTA selanjutnya












anggota JTTO sepakat untuk
berusaha agar perdagangan
ka\ tropis internasional dapat
tetap menjaga kclestarian
hutan. Komitmen ini dikenal
dengan Year 2000 Objective,
dimana sebagian besar dari






kemajuan. Oleh karena itu.
Negara-negara anggota ITTO
membuat komitmen baru yang
dikenal dengan ITTO Objective
2000, yang isinya selain


















penasihat yang bertujuan untuk
memfasilitasi partisipasi
mcreka dalam ITTO dan
memberikan masukan kepada




(selanjutnya disebut TAG) dan
Civil Society Advisory Croup
(selanjutnya disebut CSAG).
Governing Body ITTO adalah
International Tropical Timber
Council (selanjutnya disebut





Kontribusi tahunan dan voting
didistribusikan sejajar di antara
kedua kelompok ini melalui
kaukus. Dalam setiap kaukus.
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kc\ j i ban dan vot i ng set lap
anggota dili i tung bcrdasarkan
pcrdagangan kayu dan juga








hutan. serta membantu negara -
ncga ra anggota u ntuk
menyesuaikan kcbijakan-
kcbijakan terscbut dcngan
keadaan di negaranya. ITTO
juga mengumputkan.
.mcnganalisa. dan mcnycbarkan
data mcngcnai produksi dan
pcrdagangan kayu tropis dan
tncnggalang dana u n t u k
mcnjalankan proyek-proyck




sccara sukarcla. Donor tcrbcsar
ITTO antara lain pcmerintah
Jepang. S \\iss. dan Amcrika
Scrikat.
(Feittv Eucharisti, S.H.)
Forum PBB mengenai Hutan
Imp: \\'\\'\\\un.org cso forests .him
Isu mcngcnai hutan tclah
mcnjadi prioritas dalam
kcbijakan internasional dan
agenda politik selama kurun
\\aktu 15 talum terakhir. Pada
1992 dalam United Nations
Conference on Environment
ami Devcfafwiem (sclanjutnya
disebut UNCED). ha! terscbut
mcrupakan isu yang paling
kontroversial dan mcnjadi
pc rt entanga n anta ra N cga ra -
negara maju dan bcrkcmbang
Ncgosiasi >ang kuat antara








bagi seluruh jcnis hutan yang
dikcnal scbagai prinsip-prinsip
hutan yang scjalan dcngan
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(selanjutnya discbut IFF), yang




IFF), yang kcduanya dibentuk
dalam kurun \vaktu 1997-2000








United Forum on Forest
(selanjutnya discbut UNFF)
dibentuk berdasarkan Rcsolusi
2000/35 pada 18 Oktobcr 2000
dari Economic and Social
Committee (selanjutnya disebut




dilakukan oleh IFF dan IFF
scbelumnya. LfNFF
merupakan badan tambahan





















fungsi lain Dc\van Ekonomi




j ntcrnasional. Foru m akan
memberikan pertimbangan dari
Sekretaris Jenderal PBB pada
setiap laporan dan dokumen
informasi tcrhadap aktivitas-





Pada 16-27 April 2007 di
markas besar PBB di Nc\
York, diselenggarakan Sesi ke-
7 pertemuan UNFF. Pertemuan
tersebut membahas mcngenai
pemiiihan pcjabat. adopsi
agenda dan hal-hal lain dalam
organisasi. program kerja mult i
tahunan, instntmen-instrumcn
yang tidak memiliki kekuatan





dan p rog ram -p rog ram
termasuk ketentuan petunjuk
lanjutan dalam Collaborative
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Partnership mengenai hutan,
tanggal dan tempat untuk sesi
sclanjutnya, serta adopsi
laporan forum sesi ke-7.
Berdasarkan Peraturan no.
15 dari Rules of Procedure.
Komisi fungsional ECOSOC
menjelaskan bah\va pada saat
pertemuan pertama dari sesi
regular UNFF \\ajib memilih
Kctua dan pejabat-pejabat lain
yang dibutuhkan diantara para
pc\i Ian anggota-
anggotanya. Berdasarkan
reso 1 u s i a\ I dalam hal
pendirian forum ini, the Bureau
harus terdiri dari Ketua dan 4
(empat) orang \\akil ketua.
salah satu diantaranya juga
berperan sebagai Rapporteur.
sesuai dengan prinsip distribusi
geografis yang seimbang.
Selanjutnya. forum ini lalu
memilih Mr. Hans Hoogeveen
(dari Belanda) sebagai Ketua
dan Mr. Arvids Ozols dan
Andre-Jules Madingou (dari
Gabon) sebagai Wakil Ketua.
Forum ini juga menugaskan
kepada Mr. Cristian Maquieira
u ntuk berperan sebagai
Rapporteur.
Pada 28 April 2007,
setelah Sesi ke-7 Pertemuan
UNFF tersebut berakhir.
diadopsi non-legafly binding
instmmen bagi seluruh jenis
h u tan. Tuj u an u tama dari
instrmmen ini adalah:
1. Memperkuat komitmcn




efektif bagi seluruh jcnis
hutan deini tercapainya
tujuan global.


















Efek Kebakaran Hutan terhadap
Hubungan Indonesia dengan Negara Lain
hup: \\-w\\-.rsLsg Indonesian wacannindonvsia view-290705142II000 I .him/
Volume 4 Nomor 4 Juli 2007 861
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hup:- \vw\\'.greenpeace.org seasia id press press-releases kebakoran-huian-
indonesia-menj
hup: M'M'H1.beritiihitiJii.or.id beriia3.php'>idheri!a r 73%
Konvcrsi lahan dan kcbakaran
hutan dapat mem cbabkan
keaisakan lingkungan sccara
global karcna C02 \g
dilcpaskan kc atmosfcr dan kcdua
aktivitas ini memberi kontribusi
kepada perubahan ikl im. Panel
Antar- Pcmerintah untuk
Perubahan Ik l im (IPCC)
mcngungkapkan bah\\ 50 person
dari potcnsi mitigasi perubahan
ik l im dunia. dapat dicapai dengan
mcngurangi emisi yang
discbabkan oleh deforestasi.
Dalam hal ini. Indonesia memi l ik i
kawasan hutan alam asli (intacf
ancient forests) terbesar di Asia,
namun ka\vasan tcrsebut
mengalami laju kchancuran lebih
cepat dari \vilayah lain yang ada
di dunia.
Kebakaran hutan di Indonesia
yang tclah tcrjadi bcberapa tahun
tcrakhir, memaksa negara-negara
tctangga untuk duduk bcrsama
membahas masalah ini. Hal ini
discbabkan, asap yang
dit imbulkan juga mcnyebar ke
kawasan Asia Tenggara.
Kcbakaran hutan paling parah
terjadi scpuluh tahun lalu pada
1997-1998, scrta pada 2006.
Adapun kcbakaran hutan pada
1997-1998 telah mengakibatkan
kerugian regional sebesar 9-10
milyar dolar Amerika. Menuait
Hapsoro^ Juru Kanipanye
Greenpeace Asia Tenggara. siklus
terjadinya kcbakaran hutan terns
mencrus serta pengrusakan hutan
di Indonesia harus mulai dianggap
sebagai masalah global karcna
Indonesia merupakan
pcnyumbang besar terhadap
perubahan iklim .dunia. Indonesia
meru pakan N cgara yang
menduduki peringkat ke tiga
sebagai penyumbang terbesar atas
gas rutnah kaca, setclah AS dan
Cina, yang bersumbcr dari
akti vitas deforestasi. konversi
lahan. dan kcbakaran hutan.
SaJali satu bcntuk perhatian
intcrnasional bcrkaitan dengan
masaiah kebakaran hutan adalah
perjanjian ASEAN mengcnai
kabut asap antar perbatasan yang
saat ini belum diratifikasi
Indonesia. Tris Mardivati. Kepaia
Divisi Perjanjian dan Analisa
Ratifikasi. Kemcntrian
Lingkungan Hidup Indonesia,
menyatakan barnva pihaknya dan
juga banyak pihak lain di
Indonesia sudah sangat tanggap
dalam mclakukan tindakan
penanganan kabut asap, baik yang
sifatnya mencegah maupun
memperbaiki. Bahkan kerjasama
dengan negara lain maupu n
organisasi internasional juga telah
dilaksanakan. Namun demikian,
kerjasama pcnanggulangan
darurat kebakaran hutan antar-
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Ncgara ASEAN tidak dapat
diiaksanakan bila perjanjian





bcrada di fangan DPR Indonesia.
DPR scmentara itu mcnghendaki
agar perjanjian kabut asap
antarperbatasan dikaitkan dengan
perjanjian mengenai pencegahan
pencbangan liar dan peredaran
kayu liar. Rizal Sukma. Deputy
Executive Director CSIS Jakarta.
menyatakan bah\\ ratifikasi itu
penting bukan ham a dalam
konteks kabut asap. tapi dnlam
keseluruhan konteks politik lua r
ncgcri Indonesia terutania
menyangkut posisi Indonesia di
ASEAN. Sclain itu. ratifikasi
perjanjian ASEAN akan menjadi
scmacam collective pressure pada
level regional, agar Ncgara-
negara >ang menandatangani
kcmudian mengambil langkah-




dan asap di Indonesia pada 2006
mcngalami peningkatan hingga
mcncapai rata-rata 20 kali jumlah
hot spot pada 2005. Indonesia
berkomitmen untuk menekan
jumlah hotspot hingga 50% pada
akhir tahun ini dan seterusnya
sccara bertahap, hingga
penghapusan total hot spot yang
diharapkan bisa terjadi pada 2009.
Olch karena itu. Pcmcrintah
Indonesia hams mengupayakan
berbagai cara dan sol LI si baik
dalam skaia nasional maupun
internasionai. Adapun jumlah
dana yang dipcrlukan guna
mencegah kebakaran hutan
diperkirakan sebesar 600 miiyar
rupiah. dimana pusat dan daerah
melalui APBN & APBD barn
dapat menganggarkan
setengahnya. Kekurangan 300
miiyar iainnya diharapkan dapat
diperoleh Pemenntah Indonesia





Daya Alam & Pengendalian
Kenisakan Lingkungan.




menjabarkan rencana yang akan
dilakukannya. atau \-ang disebut
Plan of Action (POA). POA yang
dimaksud antara lain upa\
pencegahan dengan cara
sosial isasi. kampanye. dan
pemberian pcralatan agar
masyarakat mengubah pola tanam




berupa bibit dan pupuk, bagi
masyarakat \ang tidak membuka
lahannya dengan membakar.
Departcmen Kehutanan juga
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Jitnid! /fuktini Intenmsiotuti
mcmbuat Manggala Agni atau
Brigade Pcngendaliati Kebakaran
Hutan Indonesia. Sola in
pcnccgahan kebakaran di tingkat
masvarakat dan individual ,
langkah yang sama ditcrapkan
pula pada tingkat perusohaan.
Pcmcrintah akan memenksa
apakah pcrusahaan-pcmsahaan
pcngclola lahan m c m i l i k i fasilitas
pcmantauan dan pcmadanian
kebakaran.
Lcb ih Ian j ut dala m bidang
pcnegakan hukum. Masncllyarti
Hilman menyebutkan bahua
tahun ialu sudah tcrdapat 28
pcrusahaan yang berhasil dijcrat
untuk masuk dalam proses
penvidtkan. Meskipun pcrsentase
perusahaan yang bcrhasil didakwa
scjauh ini masih sangat kcci! dan
penyidikan mempakan faktor
utama sulitnya mcmproses kasus
in i , namun hal ini mempakan
langkah a\va! yang mungkin bisa
mengurangi kcnakalan para
pcngusaha. Satu lagi langkah
Indonesia untuk menekan
kebakaran hutan dan lahan adalah
dcngan cara peinantauan. Saat ini
stasiun cuaca atau alat pcmantau
cuaca yang dimiliki Indonesia
sudah usang. sehingga
memcrlukan bantuan. Dcngan
adanya pcmantau cuaca. maka
bisa diketahui langkah yang tcpat
untuk menghadapi isu kebakaran
hutan ini .
Langkah-langkah di atas
dipandang baik olch Sekretaris
Jendral ASEAN. Ong Kcng
Yong. Namun demikian. bcliau
menilai yang akan menjadi dasar
permasalahan adalah bagaimana
pcnerapan di lapangan. Masalah
koordinasi di \ \ i layah yang sangat
luas, nicrupakan tantangan \ong
harus di ja \sab Indonesia untuk
mensukseskan rencana tcrsebut.




dilakukan. Cukup baiiyak usaha
yang di lakukan olch Penierintah
Indonesia untuk mengatasi








(Comprehensive Plan of Action on
Fores! & Land I1 ire ('ontrol in
South East Asia. Konfcrcnsi ini
merupakan persiapan tcknis yang
rekoinendasin\a akan
disampaikan pada 2nd Meeting of
the Sub-Regional Ministerial
Steering Committee on
Transhonndary Haze Pol lit fion.
Selain menyiapkan rekomendasi.
tujuan dari konfcrcnsi ini juga
untuk mcncan dukungajl dari para




mengundang high level country
sebagai Negara donor juga agensi.
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Sejak November 2006. telah
cukup banyak kemajuan seperti
Singapura yang membantu JambL
Sumatra Selatan dibantu Uni
Eropa, Bclanda >'ang membantu
pemeri ntah Kal i mantan Tengah,
begitu juga Australia bagian
Barat. Pcmenntah juga meminta
lebih banyak lagi Negara donor
dan agensi untuk membantu.
Salah satunya Malaysia, yang
berscdia membantu dalam






negara ini sangat diperlukan.
karcna Indonesia tidak mcmiliki
sumbcr daya >'ang mcmadai. baik
dalam hal fmansial maupun
keahlian.Ha! yang
mcnguntungkan adalah berbagai
pihak. baik negara maupun
organisasi mancanegara mcnaruh
minat besar untuk membantu
pcnanganan kcbakaran hutan
Indonesia. Hal ini dikarenakan
Negara-negara di dunia, baik
Negara yang berdckatan dcngan
Indonesia maupun yang
bcrjauhan. mclihat pcntingnya
kontribusi hutan di Indonesia
tcrhadap I i ngku ngan
internasional.
(Feitty Eucharisti, S.H.)
Majelis Llmum PBB Mendeklarasikan Tahun 2011
sebagai Tahun Hutan Internasional





agenda politik selama 15 tahun
terakhir. Hal ini dikarenakan
hutan sebagai dasar bagi
pengctahuan alam dan sebagai
suatu ekos i stem, me ma i nkan




ini. hutan telah beralih fungsi
menjadi tanah pertanian dan
mcngalami kemsakan akibat
penebangan kayu yang tidak
berkelanjutan serta pengelolaan
lahan yang tidak seimbang.
Menurul Mr. Pekka Patosaaru
Direktur dari United Nations
Forum on Forest Secretariat.
tantangan yang ada saat ini
bukan lagi mengcnai
pen ingkatan kesadaran akan
pentingn\ hutan namun
bagaimana Negara-negara
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dapat bcrgerak sccara nyata
untuk mcmulihkan hutan. Atas
dasar pernikiran ini. Ncgara-
ncgara Anggota dari United
Nations Forum of Forests
(I'NFF) kcmudian mcngadopsi
tu juan global bcrupa komitmcn
untuk mcmulihkan kerusakan
hutan didunla.
Lebih lanjut. pada 2 1
Dcscmbcr 2006. Majclis
U m u m PBB mcngadopsi
Rcsoiusi 61/193 yang pada
int inya mcmuat:






Ekonotni u n t u k bertindak








3. Mcngundang Food and
Agriculture Organization












sukarcla di antara Negara-
ncgara Anggota.
Organisasi internasional




program ini ; dan


















tcrletak di luar hutan. Hal ini
merupakan undangan tcrbuka




mas yarakat umu m yang
bertujuan untuk memberikan
kepastian bahwa hutan yang
ada telah diatur dengan baik
bagi generasi masa kini dan
niasa mendatang.
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Jepang sebagai pengimpor kayu
lapis Indonesia terbesar, yang
mencapai lebih dari 60% ekspor
Indonesia pada 2005, diikuti
oleh AS (14%). Uni Eropa
(13%) dan Cina (9%). Melalui
kampanye itu. Green Peace juga
mcngecam negara-negara maju
yang dengan sadar menerinia
dan menyokong industri
penebangan ilcgal di Indonesia.
Maraknya penebangan liar
di Indonesia seakan makin
digiatkan dengan padatnya
permintaan perusahaan asing
yang tidak peduli dengan
sertifikasi kayu. Bukan ham a
menjadi penjuaL pihak asing
juga rnemainkan peran yang
lebih aktif dalam pengrusakan










menjadi konsumen ka>u ilegal
Indonesia adaiah negara-negara




Inggris, China dan bcberapa




malah turut menjadi konsumen
kayu ilegal tersebut. Bahkan.
negara semisal Malaysia dan
Singapura yang selaiu sibuk
dengan asap hasil kebakaran
hutan di Indonesia juga disebut-
sebut menjadi bagian pent ing







menjadi pusat pemutihan dan
perdagangan kayu ilega! dari
jenis-jenis langka dari
Indonesia, scnilai miliaran
dollar AS set lap tahunnya.
Malaysia memutihkan kayu




bcrasal dari Malaysia sendiri.
Kcmudian dari Malaysia,
sebagian besar kani tersebut
kemudian diimpor menjadi
bahan baku industri mebel dan
industri berbasis kayu lain di
China. Sebagian lagi, diekspor
langsung ke negara-negara
maju, terutama AS dan Eropa1.
Bukti nyata keberadaan pihak
asing dan sindikat Internasional
jelas tampak pada
Penangkapan sembilan Warga
Negara Malaysia pada 2005
1 Kompas;13 Januari 2007
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Berbagai macam kegiataii















dan menugaskan Focal points
di Negara masing-masing.
Sekretariat the United Forum
on Forests bertugas sebagai
Focal Point dalam pelaksanaan
Tahun Hutan Intemasional ini.
(Fika Yulialdina, S.H.)









bernama MV Ardhianto. Kapal
peti ketnas tersebut tengah
memuat 6.000 meter kubik kayu
lapis, atau plywood, dengan
tujuan Jepang dan Korea, dan
3.000 meter kubik untuk AS.
Ka\ai tersebut berasal dari
pabrik Henrison Iriana, sebuah
cabang dari salah satu
perusahaan ka\ terbesar
Indonesia. Kayu Lapis
Indonesia (KLI)r dan akan
dibavva ke Jepang, Korea dan
AS.
Serta merta, aksi simbolik
ini mengejutkan bukan saja bagi
masvarakat Indonesia melainkan
juga bagi masvarakat dunia.
Bersama dengan aksi liadang
tersebut. Green Peace juga
menyebarkan data bahwa paling
tidak 76% penebangan kayu di
Indonesia adalah ilegal. Ka\
hasil penebangan liar tersebut
kemudian dijual kepada
perusahaan-perusahaan sepcrti
KLI di Indonesia, atau
"menghilang' di lepas pantai




incaran pasar dunia disebabkan
hargam a yang m u rah.
Perusahaan di Indonesia pun
tidak ragu-ragu untuk menerima
pesanan tanpa
memperhitungkan keselamatan
dan keamanan hutan. Green
Peace mencatat keberadaan
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scbagai bandar penebangan liar
di Papua. Pada 2003.
Dcpartemen Kehutanan
(Dephut) mencatat. setiap
tahun sedikitnya 10 juta meter
kubik ka>u diselundupkan dari
Kalimantan, Papua. Sumatera
Utarx Jambi, Riau^ dan
Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) dengan
tuJ uan antara lain. Malaysia,
Cina, India, dan Vietnam.
Penyelundupan kayu dari
Papua saja, mencapai 600.000
meter kubik dengan kerugian
mencapai Rp 600 milyar per
bulan atau Rp 7,2 trilyun per
tahun. Harga ka\ selundupan
ini dihargai sangat murah yakni
sckitar Rp 1 juta per meter
kubik.
Hadirma sindikat
I ntemasional di I ndonesia
memang tidak terlepas dari
masalah sistcm ekonomi politik
yang konip, keamanan, dan
hukum yang ada di Indonesia.
Kelebihan kapasitas di industri
ka\u, tingginya permintaan
domestik dan intemasional
terhadap kayu ilega! hingga
tidak adanya kejelasan tata
batas kawasan hutan menjadi
salah satu pemebab maraknya
kasus penyelundupan kayu
i legal.
Sindikat ini. bukan saja
hanya berasal dan pemerintah
dalam negeri. melainkan juga
merambat pada lembaga
pembiayaan semisal bank di
Indonesia. Mclalui jaringan
yang sudah terbentuk cukup
lama, sindikat penebangan liar
ini membentuk mafia hutan
yang melibatkan bukan saja
pihak asing melainkan juga





industri penebangan liar di
Indonesia. Scbclum 1997 saja.
volume pinjaman dari bank-
bank lokal kcpada industri
kayu meiicapai 4 miliar dolar
lebih. semcntara dari
perbankan intemasional 7
miliar dolar AS. Kcscmunya
jclas secara dibentuk oleh
system kuat dan melibatkan
multisektor.
Pay ung hukum yang
selama ini ada masih
menggunakan Undang-Undang
No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, Undang-Undang
No. 5 Tahun 1990 tentang
Konscrvasi Surnbcr Daya Alain
dan Ekosistem, dan Undang-
Undang No. 23 Tahun 1997
tentang Lingkungan Hidup.
Namun, perangkat hukum
tersebut masih dianggap tidak
mampu menjerat pelaku utama
penebangan 1 iar. Pada 2005,
sebanyak 173 orang ditangkap
namun sebagian bcsar
dibebaskan, dan jika dihukum
mendapat hukum yang sangat
ringan.
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Junta! Hukum
Dalam banvak kasus. aliran
uang hasi! pcnyelundupan i n i
pun schaaisnya dapat dijerat
melalui Undang-Undang No.
25 Tahun 2003 ten tang Tindak
Pidana Pcncucian Uang dalam
pcmberantasan kcjahatan
kehutanan. terutama
pcncbangan liar. CIFOR dan




pcmberantasan pcncbangan l ia r
akan lobih kuat iagi jika
didukung oleh pendckatan
pcncgakan h u k u m pencucian
uang. Pcngungkapan aktor-
aktor di belakang layar bisa
dilakukan dcngan menclusuri
aliran uang lc\vat mckanismc
pcrbankan.
Dcpartemcn Kchutanan
k i n i han ya mcnggantu ngkan
harapan pada Rancangan
Undang-Undang ( R U U )
Pcmberantasan Pcmbalakan
Liar yang dalam 2007 ini
scgcra masuk proses Icgislasi
di DPR. Mcnurut Boen
Purnama dan Kcpala Biro
Hukum dan Organisasi Dephut
Suparmo. RUU ini akan
mcmberikan terobosan atas
kebutuhan sistcm peradilan di
Indonesia. Hal ini dikarenakan
adanya sebuali pcngadilan ad-
hoc atan pengadilan khusus
untuk mengadi 1 i para pelaku
pcmbalakan hutan dengan
ancaman denda dan hukuman
yang sangat bcrat hingga
hukuman mati.
Kasus Ka\ii Lapis
Indonesia ( K L f ) dan gebrakkan
Green Peace menjadi pcnvadar
masyakat Indonesia dan
internansional dalam
membongkat praktik jual bcli
kayu ilegal ke luar Indonesia.
Dalam laporannya berjudul




bahwa KLI terbukti mcnjual
kayu-kayu tanpa idcntitas
res mi yang kemudian diekpsor
kc luar negeri, Bahkan di akhir
laporannya. Green Peace
kembali mengingatkan bahwa
KLI hanva mempakan satu dan
sekian banyak pcrusahaan lokal
dan global yang dcngan
sengaja melakukan penjualan
















membongkar mafia ka>i) >'ang
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tidak lag! terbatos teritorial dan
kebangsaan, agar Indonesia
tidak hams kehilangan lagi
hutannya >'ang ditcbang untuk
asing. yang jumlah luas
kerusakan hutannya lebih dari
cmpat kali pulau Ja\va.
"Jika pohon terakhir telah
ditebang, jika sungai
terakhir telah tercemar, jika
International Law in News
ikan terakhir telah
ditangkap, ba ru ma nusia
akan sadar bahwa mereka
tidak akan bisa makan
uang," Green Peace.
(QurrataAyuni,S.H.)
Pertemuan Ad-Hoc Expert Groups dari United
Nations Forum on Forests (UNFF) dalam Menyusun
Non-Legaliy Binding Instrument, 11-15 Desember
2006





(P B B) yang dibcntuk dcngan
Resolusi Economic and Social
Council (ECOSOC) Nomor
2000/35. United Nations Forum




kchutanan. Safah satu tiigas
UNFF yang scdang dipcrsiapkan
kc dcpan adalah mcnyusun
perjanjian yang bcrisi kctentuan
yang tidak mcngikat (non-
legal ly binding instrument)
mengenai kehutanan yang akan
disepakati pada pertcmuan sesi
ke-7 pada April 2007.
Sebclumnya, pada 11-15
Desember 2006 di New York,
dilaksanakan pertemuan tcrbuka
tim ahli ad hoc (open-ended ad




Ti m ah 1 i bcrtugas u n tuk
memberikan saran teknis dan
ilmiah kepada UNFF yang
scdang mcnyusun matcri dari
non-legally binding instrument.
Dalain mcnjalankan tugasnya.
tim ahli akan menerima
kompilasi dari rancangan dan
proposai ncw-legally binding
Instrument vane diberikan oleh
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ncgara-ncgara pcserta UNFF
pada pertemuan sesi ke-6,
bcserta proposal yang diberikan
kemudian, atau komentar dan
Ncgara-ncgara pcserta
mcnvangkut proposal-proposal




Atas dasar ini, tim ahli menerima
18 proposal dan lima komentar.
Enam proposal pcrtama berasal
dari Grup Afrika, Australia, Brazil,
Canada, The European Union
(E U), Amerika Scrikat, dan
ASEAN. Sedangkan 12 proposal
tambahan diberikan lagi oleh
Australia, Brazil, ASEAN,
Colombia, EU. Indonesia. Jepang.
Pakistan, Afrika Selatan, Swiss,
Amerika Serikat, dan Zimbabwe.
Sedangkan lima komentar berasal
dari Colombia, Pakistan, Indonesia,
Korea Selatan. dan Swiss.
Tim ahli ini beranggotakan pakar-
pakar yang ditunjuk oleh
pcmerintah dari tiap negara
peserta. Sctiap anggota tim
berpengalaman secara tcknis dan
ilmiah dalam bidang kchutanan.
Deklarasi Rio 1992 dan UNFF, dan





Tim ahli ini berhasil merumuskan
beberapa elemen substansial
mengenai non-lcgally binding
instrument yang diberi judul VN on-
legal iy Binding International
Instrument/ Understanding/Code
for the Sustainable Management of
All Types of Forests/' Substansi
utama ini dapat dilihat dalam
prinsip umum yang berhasil
disepakatL antara lain:
3. Instrumen ini dibentuk sebagai
tindak lanjut dari Rio Forest
Principles dan Rio Declaration
on Environment and
Development yang diadopsi
oleh PBB " pada 1992.
Instrumen ini tidak mengikat
secara hukum, tidak diatur oleh




2. Pengclolaan hutan harus
nicmpertimbangkan seluruh
aspek baik ekonomis, sosiaL





global. Artinya, setiap negara
berhak mengelola hutannya
atas dasar prinsip kedaulatan,
namu n harus selaras dengan
Millenium Development Goals
(MDGs) yang memberikan
batas waktu pencapaian target
nasional. Selain itu, tiap negara
diharapkan tetap
mempertimbangkan rencana
aksi yang sudah disepakati
secara global dalam TPF dan
IFF;
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Setiap ncgara bertanggung
javvab atas pengelolaan
berkelanjutan dari hutan nya.
dcngan mcmpcrhatikan kondisi






nasional dan internasionaL dan
penycdiaan kcuangan yang
memadai. Seluruh hal ini
bcrtujuan untuk menjaga
kelestarian dan daya saing dari

















lokal. dan \\anita. Oleh karcna




7. Kerangka pengelolaan hutan
berkelanjutan berdasarkan atas
prinsip "tujuh clemen tcmatis"
(seven the mafic elements),
yang terdiri dari:
a. Extent of forest resources:
b. Forest biological diversity:
c. Forest health and vitality:
d. Productive functions of
forest resources:




g. Legal, policy, and
institutional framework.
(MuhammadAjisatria)
Penyelenggaraan International Expert Meeting on
"Multi Year Programme of Work of United Nations
Forum on Forests: Charting the Way to 2015,"
di Nusa Dua, Bali, 13-16 Februari 2007
http: www. un.org esa forests gov-unjf.htnii
hup: \i'\f}i\ Press Joes 2007 en\-dev9\8.doc.htm
Pada 13-16 Februari 2007,
diselenggarakan perteinuan ahl i
tingkat internasional
(international expert meeting) di
Volume 4 Nomor 4 Juli 2007
Nusa Dua, Bali Indonesia.
Pertemuan ini didorong atas
inisiatif ncgara-negara (country-
led initiative) untuk mendukung
873
hirnul I lukuni
program United Nations lorum
on / 'ovv.y/v {UNFF). khususm a
untuk pcrtcmuan UNFF scsi
kctujuh (UNFF7). Pcmcrintah
Jcrman dan Indonesia menjadi
penveienggara pcrtcmuan dcngan
didukung olch Bclanda.
Nonvcgia. S \viss. Kanada.
Australia. Austria. Amerika
Scrikat. Finland ia. Sckrctariai
UNFF, Bank Dunia. dan (\>ntcr
lor Infemc'tfiotK'i/ forest Research.
Adapun tema yang diangkat
dalam pcrtemuan ini adalah
"Multi Year Programme of Work
of United Nations Forum on
Forests: Charting the Way to
2015."
UNFF sendiri mcrupakan
Icmbaga yang dibcntuk atas dasar
resolusi yang dikcluarkan oleh
Economic and Social (\tnncil of





sctiap tipe hutan dan juga untuk
inempcrkuat komitmcn politik
j a ngka. pan j an g anta r ncga ra.
Sebagai forum yang membahas
kebijakan antar negara. UNFF
tcrdiri dari scluruh anggota
United Nations ( U N ) dan badan-
badan khusus UN >'ang bcrtcmu
sctiap tahunnya.
Pada pcrtcmuan UN FF7 yang
akan disclcnggarakan pada 16-27
April 2007, pcmcrintah dan civil
society dari berbagai negara
bertcmu dan diharapkan dapat
menghasilkan pcrjanjian
intcrnasional mcngcnai
pengclolaan hutan di dunia sccara
bcrkclanjutan. UNFF7 juga
m c m i l i k i agenda untuk
mengelaborasi Mnlii Year
1'rogwmmc of M'Yjr.(-/VlYPOW
(Program Kcrja Jangka Panjang)
UNFF untuk periodc 2007-2015.
Program kcrja ini mcrcflcksikan
tujuan unium. Ringsi. dan stratcgi
makro mcngcnai pengclolaan
hutan pada tingkat intcrnasional
>ang akaji difasilitasi olch UNFF.
Termasuk di dalamnya adalah
tugas utama dan pcdoman
kebijakan yang akan diadakan
dalam sesi-sesi ber ikutnya di
masa depan.
Oleh karcna itu. bebcrapa negara
berinisiatif mcmbuat pertcmuan
ahJi tingkat internasional ini agar
mcrnperoleh pcmahaman _vang
memadai sebclum UNFF7
disclcnggarakan. Ada tiga agenda
dalam pcrtemuan ahli in i . >'ang
sclanjuttna dibahas di dalam tiga
kclompok kcrja pararel.
Perlama. pcnentuan tema dari
scsi UNFF. Ma>-oritas peserta
paham bah\\ fvlYPOW harus
menitikbcratkan pada
implcmcntasi dan keberhasilan
dan (ilobal Oh/calves on
/''oresfs. Selain itu. para peserta
juga scpakat bahsva harus ada
pcrmasalahan >'ang akan terns di
kritisi dan mcnjadi isn utama
dalam sctiap scsi, termasuk sesi
kctujuh. Namun topik mi harus
dibatasi agar scsi disclcnggarakan
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secara fokus. Dengan demikian,
para ahli sepakat bah\va MYPOW
sudah harus menentukan dasar-
dasar tema >'ang akan
diselenggarakan untuk pertemuan
UNFF sesi kedelapan (2008-09)
sampai sesi kesebelas (2014-
2015). Dalam MYPOW juga akan
diakomodasi agenda-agenda
spesifik seperti perencanaan dan
peluncuran International Year on
Forests (2011) dan kontribusi
kepada UN Commission on
Sustainable Development (2011).
Kedua, nilai-nilai unggul
(modalities) yang akan dimuat
dalam MYPOW. Modalities
diartikan sebagai metodc atau
mekanisme kerja UNFF yang
menjamin implementasi efektif
dari mandat UNFF sebagaimana
tertuang dalam Sustainable Forest
Manage ment (S F M) dan
International Arrangement on
Forest ([ AF). Termasuk di
dalamnya: perencanaan dan
peluncuran International Year of
Forests, keterlibatan seluruh
pemangku kepentingan, prakiraan
has i I, persyaratan pern buatan
laporan, pengawasan. dan
pcmantauan. Jadi pada intinya.
kelompok kerja ini menentukan
langkah-langkah yang diperlukan
untuk mengembangkan struktur
dan prosedur kerja yang efektif
pada MYPOW.
Ketiga^ pendekatan-pendekatan
yang dapat dilakukan dalam
meningkatkan dimensi regional
dan sub-regional dari MYPOW.
Kelompok kerja ketiga ini
mcnggagas langkah-langkah
dalam memperkuat interaksi
antara UNFF dengan mekanisme.
lembaga, proses, atau organisasi
lain pada tingkat regional dan
subregional. Peserta kelompok
kerja paham bahwa permasalahan
dan tantangan dari tiap wilayah
regional berbeda sehingga perlu
ditekankan pentingnya interaksi
semacam ini. Mekanisme yang
dimaksud adalah dengan
komunikasi dan interaksi antara
UNFF dengan lembaga-lembaga
tersebut melalui koordinasi
informasi pada UNFF. UNFF
juga perlu mcmbcrikan pedoman
kepada mereka untuk mendukung
agenda dan p rog ram
pcngembangan kehutanannya
masing-masing. Kesimpulan
kelompok kerja ini adalah bahwa
mekanisme koordinasi yang ada
saat ini sudali mcmadai dan tidak
diperlukan penambahan lagi,
namun efektivitasnya yang harus
ditingkatkan.
Pada akhirnya, pertemuan ahli
pada tingkat i ntemasional ini
sangat mcnarik minat banyak
pihak. terutama karena mereka
dapat bertukar pikiran sebelum
menentukan MYPOW dari UNFF
untuk periode 2008-20L5. Hal ini
dapat dilihat dari banyaknya
gagasan-gagasan produktif yang
muncul dalam pertemuan ini.
(Muhammad Ajisatrsa)
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kehutanan tidak banyak yang
diperdagangkan dalam pasar
global dan hanya terfokus pada
konteks regional sehingga
diperiukan perluasan pasar.
Kedua, produksi kehutanan yang
berasal dari hutan tropis hanya
memiliki porsi kecil dalam pasar
global. Kefiga. negara
berkembang hanya .. mendapat
porsi kecil dalam pasar global.
Pun negara berkembang ini hanya
didominasi oleh Indonesia.
Malaysia, dan Republik Rakyat
Cina(RRC).
Sebagai hasil Putaran Uruguay
dari World Trade Organization
(WTO), produ k keh utanan
dikategorikan sebagai produk
indust.ru sehingga tidak tcrmasuk
dalam Agreement on Agriculture.
Meskipun demikian, terdapat
beberapa pengaturan yang berlaku
bagi produk kehutanan
sebagaimana juga berlaku bagi
produk pertanian, antara lain
Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary
Measures (SPS Agreement) dan
the Agreement on Technical
Barriers 10 Trade (TBT
Agreement).
Beberapa isu yang menjadi
perhatian. dalam perdagangan
internasional dalam kaitannva
dengan produk kehutanan antara
lain:
I . Tarif.
Sccara umum, tarif untuk produk
kehutanan khususnya di negara
maju sebenarnya tidak tinggi,
yaitu sckitar 5 persen. Penumnan
tarif difokuskan untuk beberapa
pasar lain yang memberikan tarif
sckitar 10-15 persen. terutama
untuk produk seperti plywood.
Namun sebenarnya banyak negara
yang dapat menurunkan tarif di
bidang kehutanan melalui
langkah-langkah regional seperti




System of Preferences (GSP).
2. Non-Tarijf-Measures (NTMs).
Beberapa NTMs yang dapat
mempengaruhi perdagangan
internasional atas hasil hutan
antara lain:
a. Quantifive Restrictions^
biasanya dengan penerapan kuota
atas produk kehutanan. European
Union, misalnya. menerapkan
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kuota untuk fibre-building
boards, builders1 woodwork dan
bcbcrapa produk funiitur.





atas dasar perti mbangan
lingkungan hidup. Bebcrapa
pcngaUi ran yang me mpcnga mh i
produk kehutanan antara Iain;
larangan panel kayu untuk
m e i igg u na kan formaldchy 'de
glues, yaitu gula yang dapat
mcmbaha vakan kesehatan
manusia: atau larangan untuk
bcberapa mctode pengawetan
kayu yang tidak ramah
lingkungan hidup.
c. lixpon Restrictions, tcrmasuk
diantaranya pajak ekspor.
larangan ekspor. dan pengaturan
lainnya. Hambatan ekspor ini
biasanya berlaku untuk produk
scp crt i logs. -SY7M 77 M ood dan
plywood. Hambatan eskpor
biasanya diterapkan untuk
menambah pcmasukan negara dan
mclindungi industri dalam negeri.
Selain isu di atas, terdapat
bcberapa permasalahan yang











perl indu ngan 1 ingkungan hidup.
dan tidak scdikit yang merupakan
langkah sukarela sehingga tidak
terkait dengan kebijakan negara.
Beberapa contoh dapat diberikan
sebagai berikut:




kebijakan atas dasar perlindungan
ckosistem hutan yang dapat
menghambat perdagangan.
Contoh yang diberikan antara lain
metode pengangkutan,
pcngolahan. dan konsumsi produk
kehutanan. cnergi yang digunakan
dalam proses pcngolahan, serta
masalah pengelolaan polusi dan
pcmbuangan limbah produksi.
Permasalahan ini yang menjadi
salah satu fokus pada WTO




perjanjian TBT dan SPS.
b. Larangan yang dikeluarkan






Volume 4 Nomor 4 Juli 2007 877
JurnalHukum Intentasional
yang terjadi di Amerika Serikat.
Uni Eropa, dan Australia.
c. Sertifikasi produk kehutanan
Sertifikasi produk kehutanan






memiliki status yang menentukan
negara asal produk tersebut.
Sertifikat hanya diberikan atas
produk kehutanan yang sah dan
dikelola secara berkeianjutan.
Tujuannya, pembeli hanya akan
membeli produk yang memiliki
sertifikat tersebut dan produk
kehutanan yang tidak memiliki
sertifikat patut dicurigai sebagai
hasil aktivitas illegal logging.
Kontroversi timbul karena
sertifikasi dapat menjadi
hambatan perdagangan >'ang akan
meningkatkan harga produk
kehutanan. Produsen yang
bergerak di bidang kehutanan
juga belum dapat memahami
batas-batas dan persyaratan untuk
mendapatkan sertiiikasL tersebut.
Scmentara ituT apabiia sertifikasi
dikeluarkan sccara internasional,
maka hanya negara maju yang
mendapat keuntungan. Ha! ini
karena. banyak negara
bcrkembang yang belum tentu
dapat memenuhi persyaratan
sertifikasi yang diberikan.
d. Hambatan dalam Convention
on Internationa! Trade in
Endangered Species of Wild
Flora and Fauna (CITES)





CITES, setiap negara berhak
untuk me nge 1 uarkan ij i n atas
perdagangan spesies langka.
Spesies langka ini dikatcgorikan
menjadi tiga sebagai mana
tercantum dalam tiga iampiran
CITES, yaitu: Appendix I tentang
essentially prohibits commercial
trade, yaitu spesies yang sccara
m u t lak t idak dapat
d iperdagangkan; Appendix: 11
yang mensyaratkan pcmberian
ijin ekspor untuk perdagangan
beberapa spesies langka; dan
Appendix III yang juga
mensyaratkan pemberian i j in
ekspor dan sertifikat negara asal
spesies (certificate of origin)
untuk spestes-spesies tertentu.





menjadi produk kehutanan yang
ilegal untuk diperdagangkan.
Berbagai permasal alian i ni
merupakan saJah satu bukti
siditnya upava harmonisasi antara
perdagangan internasional dcngan
perlindungan lingkungan hidup.
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Salah satu isu yang mcnjadi
perhatiaii dalam Konferensi
Tingkat Menteri WTO di Seattle,




di bidang kehutanan. Penunman
tarif dan penghapusan hambatan
perdagangan dapat menyebabkan
deforestation yang akan banyak
merugikan negara berkembang.
Meskipun WTO sudah mcmiliki
komisi khusus untuk membahas
kcdua sektor yang sal i ng
berkaitan int . namun sangat sulit
untuk dicapai penyclesaian.
(Muhammad Ajisatria)
Penebangan Liar Sebagai Ancaman
http: H'vrvc. MY?//*/, or. id
hitp: \\'M'\\'.
Indonesia pernah dikenal sebagai
negara yang memiliki area hutan
terluas setelah Brasil dan Kongo.
Namun kinL Indonesia teiah
dicanangkan menjadi negara
penghancur hutan tercepat di




3,4 juta hektar hutan rusak setiap
tanunnya. Pada tahun 2005 dan
2006. Angka kerusakan turun
kcmbali menjadi 2.7 - 2.8 juta
hektar per tahun. Menurut data
FAO. Indonesia menghancurkan
hutan seluas 300 lapangan bola
setiap jam.
Melalui hutan >Tang dimil ikL
Indonesia merupakan negara
terkaya kedua akan kchidupan
alam liar diseluruh dunia. Hutan
Indonesia diperkirakan memil ik i
38.000 jenis tumbuhan, 515 jenis
mamalia, 511 jenis reptilian. 1531
jenis burung, 270 jems amphibi
dan 1827 jenis binatang tak
bertulang belakang2. Sayangnya,
kekayaan alam terscbut akan
punah secepat hilangnya hutan
Indonesia.




penebangan liar merupakan salah
satu penvebab kerusakan hutan.
Penebangan liar sendiri telah
mengakibatkan kerugian negara
sekitar Rp. 3 triliun- Rp 3,3
Triliun tiap tahun Kerusakan
hutan bahkan telah menjadi
ancaman bencana bagi
masyarakat Indonesia. Sejak
tahun 1998 h i ngga pcrtengahan
2003, tercatat telah terjadi 647
kejadian bencana di Indonesia
dengan 2022 korban jiwa dan
kerugian mil varan rupiah. dimana
85% dari bencana terscbut
- IBSAP, 2003.
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mempakan bcncana banj ir dan
iongsor vang diakibatkan
kcrusakan hutan1 . Scdangkan
mcnun.it data Walhu dalam kurun
\\aktu 2000 hingga 2006. tcrjadi
390 kali bencana banj i r dan
longsor yang meninibulkan
korban ji\va Icbih dari 2.303 dan
Icbih dari 188 ribu rumali Risak
bcrat dan setcngah juta hcktar
lahan tidak dapat digunakan lagi.
Total kcaigian secara langsung
mcncapai 36.943 t r i lyun rupiah.
Data-data di alas mcnunjukkan
bahwa kcrusakan hutan mcnjadi
isu intcr-rclasi vang mcngancam
scluruh sektor kchidupan. Dcngan
kata lain, pcnebangan l iar tclaJi
menjadi ancaman latcn bagi
Indonesia. Sccara nasional:
praktcr pcnebangan l ia r tclah
mcncuri hutan 30.43 juta
nrVtahun angka mi lebih besar
dari Rcncana Kerja Tahunan
(RKT) 2001 yang hanva 22.3 juta
m3.
Namun. penebangan l iar juga
bukan satu-satunya penyebab
rusaknya hutan di Indonesia.
Tidak scdskit pula peaisahaan
pcmcgang Hak Pcngusahaan
Hutan legal yang tmdakan
eksploitasinya tidak pula tcravvasi
dcngan ketat. Hal in i
meninibulkan banyak kerugian
dan keen rangan yang t i dak
ternilai. Walhi mencatat bahwa
pada pertengahan tahun 1990.
3 Bakornas Penanggulangan
Bcncana. 2003,
lebih dan 100 HPH dicabut iz in
karena pclanggaran konscsi HPH.
Hal in i tcntunya membuktikan
barm a dalam penzman yang legal
sckalipun masih juga terdapat
tindak pcnebangan l i a r
terse tub ung.
Pcncbangan liar di Indonesia
memang tidak dapat
dikatcgorikan sebagai kcjahatan
kclas ringan. Baik dalam jumlah
pendanaan maupun jaringan.
pcnebangan I iar d i I ndonesia
merupakaii kejahtan tcrstruktur
yang mencakup banyak pihak dari
bcrbagai kalangan Namun.
dampak paling nyata juga tcrasa
bagi pcngusaha ka\*u berskala
kecil yang harus kebingungan
mencan ka\  karena makin
hilang dipasaran. Asosiasi
Pengusaha Hutan Indonesia
( A P H I ) dalam laporannya pada
tahun 2005 menyatakan bah\va
Indonesia telah kchilangan devisa
7 miha r dollar AS per tahun dari
sektor ini . dan ratusan ribu
pekcrja tcrancam kchilangan
pckerjaan dalam dua tahun
mcndatang. Kehancuran hutan.




jumiah hutan >ang ada di
Indonesia, kalangan pemerhati
lingkungan h idup khususnya
hutan mengajukan usulan
moratorium penebangan hutan.
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Moratorium adalah jeda \vaktu.
pembckuan atau penghentian
sementara seluruh aktifitas
penebangan kayu skala besar
untuk sementara waktu tertentu
sampai sebuah kondisi yang
diinginkan tercapai. Lama atau
masa dibcrlakukannya
moratorium biasan va ditentukan




kayu adalah pembekuan atau
penghentian sementara seluruh
aktifitas penebangan ka>Ti skala
besar (skala industri) untuk
sementara \vaktu tertentu sampai
sebuah kondisi yang diinginkan
tercapai. Lama atau masa
diberlakukannya moratonum
biasanya ditentukan oleh berapa
lama \vaktu yang dibutuhkan
untuk mencapai kondisi tersebut.
Moratorium dianggap cara yang
paling efektif dalam mengentikan
penghancuran hutan termasuk








secara matang sebelum makin
banyak hutan lag! yang musnah.
Moratorium akan memberikan
keu ntu ngan ganda dalam
perbaikan pcngelolaan
sumberdaya hutan dan industri
perkayuan yang berkelanjutan,
scperti antara lain:
• memberikan ruang politik dan
ekologi kepada hutan alam untuk
'bernafas' dan menahan




pclaksanaan lacak balak (timber-
iracking) dan audit ka\ bulat
scrta penyergapan terhadap
penebangan liar melalui teknologi
monitoring satelit;
• memberikan kesempatan
untuk mcnata industri kehutanan
dan hak-hak tenurial
(penguasaan) sumber daya hutan.
dan meningkatkan hasil sumber
daya hutan non-kayu:
• mengkoreksi distorsi pasar
kayu domestik dengan membuka
keran impor seluas-luasnya,
seliingga harga pasar kayu
domestik sebanding dengan harga
ka\ii bulat dunia;
• levvat mekanisme pasar,
melakukan restrukturisasi dan
rasionalisasi industri olah kayu
dan mengkoreksi over kapasitas
industri: hanya industri yang
melakukan bisnis dengan benar
dan bersaing yang dapat
melanjutkan bisnisnya dan yang
mengandalkan suplai kayu haram
dengan sendirinya tidak akan
marnpu bersaing;
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• lewat mekanisme pasar,
niemaksa industri olah kayu
rneningkatkan efisiensi
pemakaian bahan baku; dan
• lewat mekanisme pasarr
mendorong industri pulp untuk
secara serins membangun hutan-
hutan tanamannya.
Walhi dalam kampanyenya juga
memberikan berbagai tahapan
solusi yang memungkinkan untuk
dijalankan berkenaan dengan isu
moratorium penebangan hutan ini
melalui 5 taliap yakni:
a. Tahap L Penghentian
pengeluaran ijin-ijin baru;
b. Tahap II. pelaksanaan uji
menyeluruh kinerja industri
kehutanan:
c. Tahap III, penyeiamatan
hutan-hutan yang paling
terancam;
d. Tahap IV, penghentian
senientara seluruh penebangan
hutan dan penyelesaian masalah-
masalah potensi sosial;
e. Tahap V, larangan
penebangan hutan di seiuruh
Indonesia;
Aksi moratorium niacam ini juga
telah banyak menulai sukses
memberantas penebangan liar di
Negara-negara semisal Thailand.
China dan Papua Nugini. Wakil
Presiden Yusuf Kalla juga pernah
mengusulkan hal senada menyoal
moratorium penebangan hutan
namun dilakukan secara terbatas
dan bertahap. Moratorioum hanya
merupakan saiah satu tindakan
reaktif jangka pendck >"ang harus
diikuti dengan upa\ pcrbaikan
hukum, hutan dan perangkat
lainnya. Agar hutan Indonesia
tidak lagi musnah dan menjadi
ancaman laten bagi ncgeri sendiri.
(Qurrata Ayuni, S.H.)
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